BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelunya, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan
Desa di Desa Oeltua, sudah berjalan lancar sesuai dengan peraturan Bupati KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2020 serta mekanisme juknis yang ada , disamping itu juga ada
hambatan atau kendala terkait kebijakan ADD di Desa Oeltua. Hal ini dapat dilihat
berdasar:

a. Komunikasi terkait implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan

pembangunan Desa Oeltua telah berjalan lancar dan jelas berdasarkan ketentuan
dan aturan yang ada pada peraturan Bupati dan Junkis yang ada, dimana terdapat
komunikasi antar aparat desa maupun dengan masyarakat pada saat
Musrenbangdes terkait pelaksaanaa ADD dalam meningkatkan pembangunan
Desa sehingga usulan-usulan yang ada dapat ditampung pada penyusunan rencana

kerja desa,

. Struktur Birokrasi berdasar SOP dan Fragmentasi terkait proses pelaksanaan

implementasi kebijakan ADD mengacu pada juknis yang ada di desa, sehingga
proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, juga aparat desa dan
masyarakat desa juga dilibatkan pada pelaksanaan kebijakan ADD.

Sikap pelaksana ADD dalam proses implementasi kebijakan ADD berdasarkan
pengangkatan Birokrasi dan Insentif yaitu dalam pelaksanaan kebijakan ADD
masih terbatas kemampuanya atau SDMnya rendah, hal ini sangat berpengaruh
terhadap proses implementasi kebijakan ADD, dimana meskipun dapat
menyelsesaikan kegiatan ADD pada pembangunan Desa namun dalam pelksanaan
masih sering terhambat, disamping itu tidak adanya insentif bagi pelaksana
kebijakan ADD.

. Sumber Daya pada pelaksanaan kebijakan ADD masih sangat rendah baik itu SDM

maupun Sumber Dana Anggaran.

2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam proses

implementasi kebijakan ADD dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Oeltua,

Kecamatan Taebenu, kabupaten Kupang terdapat:
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Faktor pendukung implementasi kebijakan Alokasi dana Desa ( ADD) yaitu :Adanya
sosialisasi pelaksana kebijakan ADD kepada Masyarakat terkait pembangunan Desa, Adanya
kemampuan dari desa untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam
kegiatan pelaksanaan kebijakan dana Alokasi Dana Desa, meskipun hanya berupa usulan-
usulan saat pertemuan, sedangkan pada faktor penghambat yaitu: Faktor Sumber Daya
rendahnya pendidikan bagi pelaksana ADD hal ini mengakibatkan proses implementasi
kebijakan ADD terhambat terakit pertanggung jawaban pelaksanaan ADD secara penuh sesuai
dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan, Rendahnya Pendidikan para pelaksana

ADD (apparat desa), sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang.

6.2 Saran
Dari kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan beberapa saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ataupun penyempurnaan pelaksanaan kebijakan
dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
Adapun saran-saran yang penulis ingin rekomendasikan ;

1. Para pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan peningkatan
pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan, kususnya dalam pengelolaan keuangan
desa.

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, dimana masyarakat
sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kepentingan bagi masyarakat bukan

kepentingan pemerintah Desa.
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